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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Simpulan dari hasil penelitian “Peran Bawaslu Kota Padang Dalam 

Penyebaran Berita Hoaks Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024 

Perspektif Undang- Undang Bawaslu Dan Siyasah Dusturiyah, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan data lapangan atau temuan di lapangan dapat ditarik 

Kesimpulan bahwa Bawaslu Kota Padang telah melaksanakan 

perannya terhadap pengawasan terhadap penyebaran berita hoaks 

pada Pilkada 2024 sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 

dan UU No. 7 Tahun 2017 melalui strategi preventif dan partisipatif, 

yang diwujudkan dalam bentuk sosialisasi, pemasangan media 

informasi di ruang publik, serta kerja sama lintas Lembaga, namun 

menghadapi kendala dan tantangan yang dinilai belum sepenuhnya 

efektif. Meskipun Upaya pencegahan telah dilakukan, kecepatan 

penyebaran berita hoaks di ruang digital lebih cepat menyebar 

daripada penanganannya. Proses penanganan dugaan pelanggaran 

dilakukan melalui mekanisme laporan dan temuan dengan tahapan 

pemeriksaan formil dan materil, klarifikasi, serta penentuan jenis 

pelanggaran sesuai prosedur. Meskipun belum memiliki tim khusus 

maupun sistem pemantauan media sosial secara berkelanjutan, 

efektivitas pengawasan tetap terjaga berkat peran Panwaslu 

Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, serta partisipasi masyarakat. 

Secara umum, pengawasan yang dilakukan dapat dinilai efektif dari 

aspek pencegahan, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam 

menjangkau akun media sosial yang tidak terdaftar.  

2. Berdasarkan pandangan Bawaslu Kota Padang, tantangan utama 

dalam pengawasan penyebaran berita hoaks pada Pilkada terakhir 



83 
 

 
 

terletak pada keterbatasan kewenangan untuk menindak pelaku yang 

berasal dari akun atau pihak di luar peserta kampanye resmi, serta 

rendahnya tingkat pemahaman sebagian masyarakat mengenai 

mekanisme penanganan pelanggaran hoaks. Kondisi ini 

mengakibatkan Bawaslu tidak dapat melakukan penindakan 

langsung, sehingga strategi pengawasan lebih difokuskan pada 

pemantauan, klarifikasi, dan pendekatan persuasif melalui imbauan 

lisan. Situasi tersebut menegaskan bahwa efektivitas pengawasan 

hoaks tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga 

sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat serta batasan 

kewenangan hukum yang dimiliki Bawaslu dalam menjaga kualitas 

dan stabilitas demokrasi selama penyelenggaraan Pilkada. 

3. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pengawasan yang dilakukan 

Bawaslu Kota Padang terhadap penyebaran berita hoaks pada 

Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang mencerminkan 

pelaksanaan amanah negara dalam menjaga keadilan, kemaslahatan 

umum, serta ketertiban demokrasi. Upaya pengawasan melalui 

pendekatan preventif, edukatif, dan partisipatif sejalan dengan 

prinsip al-‘adl (keadilan) dan amar ma’ruf nahi munkar, dengan 

tujuan melindungi masyarakat dari informasi menyesatkan sekaligus 

menjaga integritas proses pemilihan. Dengan demikian, peran 

Bawaslu tidak semata-mata sebagai lembaga pengawas pemilu, tetapi 

juga sebagai institusi yang mengemban tanggung jawab 

konstitusional dan merepresentasikan nilai-nilai ketatanegaraan 

Islam dalam mewujudkan Pilkada yang adil, bermartabat, dan 

berlandaskan pada prinsip kemaslahatan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, 

maka peneliti ingin menyampaikan saran- saran sebagai berikut: 
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1. Berdasarkan hasil penelitian, agar Bawaslu Kota Padang ke depan 

memperkuat pengawasan terhadap penyebaran berita hoaks dengan 

mendorong adanya pembaruan regulasi yang memberikan perluasan 

kewenangan untuk menindak akun media sosial di luar peserta 

kampanye resmi, khususnya pada tahapan Pilkada. Selain itu, 

diperlukan pengembangan sistem pemantauan media sosial yang 

lebih sistematis serta pembentukan tim atau perangkat khusus 

pengawasan digital guna meningkatkan efektivitas deteksi dini hoaks. 

2. Pemaksimalan edukasi dan literasi politik masyarakat melalui 

sosialisasi berkelanjutan serta penguatan pengawasan partisipatif 

menjadi penting agar masyarakat lebih memahami mekanisme 

pelaporan dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi 

menyesatkan. 

3. Pengawasan hoaks tidak hanya bergantung pada penegakan regulasi, 

tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat sebagai bagian dari 

upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan demokrasi sesuai dengan 

prinsip Siyasah Dusturiyah. 
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